




A. Latar Belakang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi 
yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja 
kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan 
bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan masyarakat. 
Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban 
dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) 
yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di 
dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di 
dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian 
(sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem 
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Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua 
saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu 
mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana 
dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP merupakan acuan umum 
yang harus di jadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses 




Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu 
peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah 
adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan 
penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu 
rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya 
berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan 
terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses 
selanjutnya. 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan 
lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, 
sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk 
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, 





walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk 
melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh 
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (Integrated 
Criminal Justice System) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. 
Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk 
mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh 
The Founding Father dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat dalam 
rangka mencapai kesejahteraan sosial
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. 
Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita 
miliki selama ini menganut asas division of function atau sistem kompartemen, 
yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan 
dan permeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan 
penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan 




Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di 
Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan 
Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai 
suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih 
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baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana 
yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di 
negara manapun. 
Kenyataanya yang seharusnya tidak sesuai dengan penegakan hukum di 
Indonesia, terutama di mulai dari tahap penyidikan. Awal mula terjadinya 
kerumitan tersebut akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur 
wewenang penyidikan yang tidak kondusif untuk terjadinya suatu keterpaduan 
dalam pelaksanaannya. Akhirnya yang terlihat adalah saling rebut perkara 
antara instansi yang merasa diberi wewenang oleh undang-undang sehingga 
masyarakat sering menjadi korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan 
penegakan hukum dan mengakibatkakan hilangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap keberadaan lembaga peradilan. 
Dalam melaksanakan penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak 
hukum tidak mampu memperlihatkan kemampuannya, maka masyarakat akan 
mencari jalan keluar yang lain. 
Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang 
muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau karena tidak melalui 
suatu jalur hukum yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap 
lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi. 
Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat 
mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik 
(polisi). Masyarakat tidak mau menyerahkan seorang yang telah melakukan 
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tindak pidana kepada polisi. Masyarakat menghakimi, memproses dan 
mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan. Hal tersebut dilakukan 
karena masyarakat sudah terlalu banyak melihat bagaimana seorang yang 
melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh polisi atau 
aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang 
bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga 
menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkannya. 
Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem 
Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebankan kepada Polri 
sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai 
koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin 
bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di 
Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang 
terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. 
Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi 
Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di 
duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik 
Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke 
pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh 
pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena 
kesalahan penyidik Polri itu sendiri. 
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Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, 
pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai 
dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, 
pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang 
bukti sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik pembantu 
dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien 
dalam rangka penegakan hukum (law enforcement).
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Dalam proses penyidikan, seorang penyidik dibantu oleh unit bantuan 
infestigasi yang antara lain unit bantuan dari unit SATLANTAS, unit Intelejen 
Polri, unit Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, unit Kedokteran forensik, unit 
Satuan Satwa ( K9 ) dan terakhir terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung 
tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membatu proses 
penyidikan, unit ini disebut unit Identifikasi. 
Dilansir oleh penulis dari berita media  yang ada di Kota Malang, Unit 
Identifikasi pernah melakukan suatu trobosan baru dalam mencari dan 
menemukan seorang tersangka tindak pidana, pada tahun 2005. Ipda Subandi ( 
Kanit Ident ) pernah menyelesaikan sebuah kasus  tindak pidana pencurian 
yang hanya meninggalkan suatu bukti jejak telapak kaki yang tertinggal di 
tempat kejadian perkara. Ipda Subandi dapat menemukan pelaku pencurian 
dengan cara yang dibilang baru, yaitu dengan mengumpulkan contoh semua 
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telapak kaki dari para saksi dan juga orang – orang yang dicurigai sebagai 
tersangka kasus pencurian tersebut.
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Dari apa yang penulis paparkan dari contoh kasus di atas, penulis meyakini 
unit identifikasi tidak hanya sendiri dalam mencari dan menemukan 
tersangkanya, melainkan dibantu dengan adanya unit-unit investigasi yang 
lainnya. Dan mungkin tidak semua kasus tindak pidana yang dapat penyidik 
selesaikan atau menemukan tersangkanya, maka dari itu penulis ingin 
mengetahui bagaimana peran seorang penyidik mendayagunakan unit bantuan 
investigasi Polres Kota Malang dan hasil dari proses investigasi tersebut guna 
menemukan tersangka suatu tindak pidana. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana penyidik mendayagunaan unit-unit bantuan teknik investigasi 
guna mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan ? 
2. Apakah hasil yang dikeluarkan oleh unit-unit investigasi mempunyai 
kekuatan yuridis yang sesuai dengan hasil bagi penyidik ? 
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C. TUJUAN PENULISAN 
 
1. Mengetahui proses penyidik mendaya gunakan unit-unit bantuan teknik 
investigasi guna mengungkap suatu tindak pidana dalam proses 
penyidikan. 
2. Mengetahui hasil proses unit-unit investigasi apakah mempunyai kekuatan 
yudisial yang sesuai dengan hasil bagi penyidik. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 
1. Memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai tahapan – tahapan 
dalam pendayagunaan unit investigasi oleh penyidik. 
2. Memberikan kesadaran akan pentingnya suatu proses penyidikan guna 







E. KEGUNAAN PENELITIAN 
 
1. Kepolisian ( Penyidik ) : Penelitian ini diharapkan bermanfaat lebih 
untuk para penyidik dalam meningkatkan mutu kerja penyidik dalam 
mendaya gunakan unit investigasi. 
2. Masyarakat : Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk 
diketahui bahwa penting nya seorang penyidik dalam mencari dan 
mengumpulkan bukti – bukti serta mampu mengontrol dan mengatur 
unit-unit bantuan investigasi apabila terjadi suatu tindak pidana. 
 
F. METODE PENULISAN 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris 
artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan 
mengkaji pasal -pasal yang ada di dalam PERKAP No. 14 Tahun 2012 
tentang manajement penyidikan tindak pidana.  
Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan 





. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi, data 
primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara 
langsung dengan petugas penyidik Reserse Polresta Malang dengan 
menggunakan teknik wawancara mendalam serta data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, 
dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari 




2. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah POLRES Kota 
Malang. Lokasi tersebut dipilih karena dari lokasi tersebut mempunyai 
unit- unit bantuan teknik investigasi dan peneliti akan mendapatkan 
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3. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu POLRES 
Kota Malang. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan 
cara observasi serta wawancara dengan Iptu subandi selaku Paur 
Identifikasi dan Iptu Edy suprapto selaku KA Unit Pidana Umum. 
 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari peraturan kepala kepolisian no. 14 tahun 
2012 tentang manajement penyidikan tindak pidana atau buku-buku yang 
berkaitan dengan penuliasan tugas akhir dan juga peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian mengenai pendayagunaan 
unit investigasi. 
 
c. Data Tersier 
 Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer 
dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI), Kamus 
Hukum, Ensiklopedia, Glossary, dan lain-lain. 
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d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian
1) Wawancara
Metode yang digunakan penuis ini dilaksanakan dengan 
Wawancara dengan nara sumber/ responden/ pihak-pihak yang 
menjadi subjek penelitian ini yaitu IPTU Subandi selaku PAUR 
Identifikasi, IPTU Edy Suprapto selaku KA Unit Pidana Umum 
dan pihak-pihak yang dirasa bias turut serta dalam mendukung 
permasalahan yang menjadi objek penelitian. 
2) Studi Pustaka
Metode yang digunakan penulis dengan cara menghimpun 
berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang 
hendak diteliti. Informasi yang dimaksut diperoleh dari laporan 
penelitian, sumber – sumber tertukis seperti Peraturan Kepala 
Kepolisian No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 
Tindak Pidana, buku – buku hukum, buku ilmiah, peraturan 
perundang –undangan , ensiklopedia ,maupun media elektronik 




 Suryabrata, S. 1969.Metodologi Penelitian. Jakarta:C.V.Rajawali. Hlm. 42 
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3) Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-
data yang diolah secara sistematis
10
. Mengungkapkan dan 
mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang 
meliputi literature, ketentuan yang ada hubungannya dengan obyek 
yang diteliti. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara 
mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu pada 
peraturan kepala kepolisian no. 14 tahun 2012 dan juga perundang 
– undangan yang berlaku. 
4) Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari empat bab dimana setiap bab terdapat 
pembahasan dari penelitian ini. Sistematika penulisannya adalah 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini  penulis memberikan gambaran awal 
penelitiam yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitiana, kegunaan penelitian dan juga 
sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
   Dalam bab ini menjelskan mengenai bahan dari penelitian 
yaitu teori, doktrin, pendapat ahli dan kajian keilmuan hukum 
lainnya untuk memberikan dasar dari bahasan penelitian tersebut. 
BAB III PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan 
berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 
penelitian, serta saran agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang 









G. HASIL TINJAUAN TERDAHULU 
Sebagai bahan pembanding dalam penelitian ini akan dicantumkan 
table berupa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, antara lain: 
No. 











Veteran, 2011 ) 
“Peranan Polisi Sebagai 
Penyidik Dalam Melakukan 
Penanganan Tempat Kejadian 
Perkara”. 
Dalam penelitian ini Ayu 
mengemukakan bahwa peran polisi 
sebagai penyidik adalah 
menegakkan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan. Selain 
itu juga untuk mendatangi tempat 
kejadian perkara melakukan 
pengamanan dan pemeriksaan 
ditempat kejadian tindak pidana 
serta menutup semua jalan-jalan 
keluar masuk orang dan kendaraan 
serta diikuti dengan tindakan 
melakukan pemeriksaan dan 
penggeledahan, bila ditemukan 
bukti dapat segera dilakukan 
penangkapan. Sehingga agar semua 
tindakan yang dilakukan 
berdasarkan hukum dan tidak 




Penelitian saya tidak 
hanya menjelaskan tentang 
kewenangan penyidik saja, 
melainkan juga menjelaskan 
tentang apa itu unit-unit 
investigasi dan juga bagaimana 
nantinya unit Identifikasi itu 
menggerakkan atau mendaya 
gunakan unit-unit bantuan 
infestigasi tersebut untuk 
membantu dan mempermudah  
proses pencarian alat bukti  dan 
juga tersangkanya pada saat olah 
tempat kejadian perkara kasus 
tindak pidana yang ditangani di 









“Analisis Terhadap Tugas 
Dan Kewenangan Unit Identifikasi 
Dalam Proses Penyidikan”. 
Peranan polisi sebagai 
penyidik adalah menegakkan 
hukum, perlindungan, pengayoman, 
Penelitian saya tidak 
hanya menjelaskan tentang 
kewenangan penyidik saja, 
melainkan juga menjelaskan 
tentang apa itu unit-unit 
investigasi dan juga bagaimana 







dan pelayanan. Selain itu jugauntuk 
mendatangi tempat kejadian 
perkara melakukan pengamanan 
dan pemeriksaan ditempat kejadian 
tindak pidana serta menutup semua 
jalan-jalan keluar masuk orang dan 
kendaraan serta diikuti dengan 
tindakan melakukan pemeriksaan 
dan penggeledahan, bila ditemukan 
bukti dapat segera dilakukan 
penangkapan. Sehingga agar semua 
tindakan yang dilakukan 
berdasarkan hukum dan tidak 
begitu saja menerima laporan atau 
pengaduan. 
menggerakkan atau mendaya 
gunakan unit-unit bantuan 
infestigasi tersebut untuk 
membantu dan mempermudah  
proses pencarian alat bukti  dan 
juga tersangkanya pada saat olah 
tempat kejadian perkara kasus 
tindak pidana yang ditangani di 








“Peran Penyidik Polri 
Dalam Proses Penyidikan Tindak 
Pidana”. 
Kesimpulan yang dapat di 
paparkan dalam analisisnya adalah  
peneliti melakukan penelitian ini 
untuk mengetahui bagaimana cara 
pengoptimalisasian peran 
kepolisisan sebagai penyidik dalam 
penyidikan tindak pidana guna 
mengetahui apa saja kendala 
penyidik kepolisian dalam 
penyidikan tindak pidana. 
Penelitian saya tidak 
hanya menjelaskan tentang 
kewenangan penyidik saja, 
melainkan juga menjelaskan 
tentang apa itu unit-unit 
investigasi dan juga bagaimana 
nantinya unit Identifikasi itu 
menggerakkan atau mendaya 
gunakan unit-unit bantuan 
infestigasi tersebut untuk 
membantu dan mempermudah  
proses pencarian alat bukti  dan 
juga tersangkanya pada saat olah 
tempat kejadian perkara kasus 
tindak pidana yang ditangani di 








“Peran unit identifikasi  
dalam proses penyidikan untuk 
mengungkap suatu tindak pidana”. 
Kesimpulan yang dapat di 
ambil dari analisis dengan judul 
seperti di atas, penelitiannya 
membahas tentang kewenangan dan 
peran unit identifikasi serta 
mengetahui penanganan dalam 
proses penyidikan untuk 
mengungkap suatu tindak pidana. 
 
Penelitian saya tidak 
hanya menjelaskan tentang 
kewenangan penyidik saja, 
melainkan juga menjelaskan 
tentang apa itu unit-unit 
investigasi dan juga bagaimana 
nantinya unit Identifikasi itu 
menggerakkan atau mendaya 
gunakan unit-unit bantuan 
infestigasi tersebut untuk 
membantu dan mempermudah  
proses pencarian alat bukti  dan 
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juga tersangkanya pada saat olah 
tempat kejadian perkara kasus 
tindak pidana yang ditangani di 











“Analisis hukum kinerja 
penyidik dalam menyelesaikan 
kasus tindak pidana umum”. 
Kesimpulan dari analisis 
dengan judul di atas adalah 
penelitiannya membahas tentang 
bagaimana kinerja seorang 
penyidik yang berada di Polsek 
Kota Malang guna menyelesaikan 
suatu kasus tindak pidana umum 
yang terjadi di wilayah hukumnya. 
Penelitian saya tidak 
hanya menjelaskan tentang 
kewenangan penyidik saja, 
melainkan juga menjelaskan 
tentang apa itu unit-unit 
investigasi dan juga bagaimana 
nantinya unit Identifikasi itu 
menggerakkan atau mendaya 
gunakan unit-unit bantuan 
infestigasi tersebut untuk 
membantu dan mempermudah  
proses pencarian alat bukti  dan 
juga tersangkanya pada saat olah 
tempat kejadian perkara kasus 
tindak pidana yang ditangani di 
POLRES KOTA MALANG. 
 
 
